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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi
dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Neaara Republik Indonesia Nomor 1646):
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

1. Pendidikan SLTA/DIII/S-1/S-2

2. Memahami Peraturan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Memahami Tata Naskah Dinas dan Pemerintahan Provinsi Riau

4. Mampu Bekomunikasi dengan baik

5. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik




DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1. Buku Register
2. Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2.  Komputer
3. Gubernur Riau 3. Laptop
4. Printer
5. Mejadan Kursi
6. Aksesinternet
7. Ruang ber AC

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Setiap PNS wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai negeri sipil, apabila
ditanggar akan dijatuhi hukuman didisiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku

1. Rekapitulasi Data Pertahun;
2. Data Rekapan Pelanggaran Hukum Disiplin PNS;
3. Arsip




PEMBERIAN SANKS| HUKUMAN DiSIPLIN TERHADAP PNS

PELAKSANA MUTU BAKU
Fl i
no KEGIATAN 5'.:(:::;-;" PELANGGAR UN(;E:NAL KEPALA BIDANG SEKRETARIS PERSYARATAN/
FRONT OFFICE TIM TEKNIS | KOORDINATOR | PENDAYAGUNAAN KEPALA BKD WAKTU OUTPUT KETERANGAN
KEPEGAWAIAN DISIPLIN BKD KELENGKAPAN
DAN UMUM DHSIPLIN DAN DAN PEMBINAAN
PENGAWASAN
1 2 3 4 & ] 7 8 9 10 11 12 13 14
1 {Petugas front office menarima dan menganalisis
berkas pengajuan dan kelengkapan persyaral
Sanksi Hukuman Disipilin Taﬁmc!np PNS dari ‘ Menganalisa
Kasubbag Umum dan Kepegawaian OPD terkait D kelengkapan dan
yang mengajukan parmohonan, kemudian Berkas Usulan 20 menit Meneri
, . nerima atau
diteruskan kepada Kepala Subbagian
. _ . menolak berkas
Kepegawaian dan Umum untuk diregistras:
2 |Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
metakukan regisler surat masuk dan
meneruskan berkas Kepada Kepala BKD unfuk —Lj Berkas Usulan 5 menit Lernbar Register
mendapatkan disposisi/ arahan
3 |Kepala BKD memberikan disposisi/arahan ke
Bidang teriait —,? Berkas Usulan 10 manit lL.embar Disposisi
4 |Kepala Subbagian Kepegawalan dan Umum | L
maheruskan disposisiarahan dari Kepata BKD rL tembar Disposisi
untuk diteruskan ke Bidang Pendayagunaan dan — Barkas Usulan 15 menit Kapala Bidang
Pembinaan Pendayagunaan dan
Pembinaan
§ |Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan
menganakisa dan mendisposisikan berkas
usulan Surat Panggitan Untuk Pemeriksaan dan Lembar Disposisi
Klarifikasi; (SPT dan BAP) kapada Fungsional ﬁ Berkas Usulan 10 menit Disiplin dan
Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan Pangawasan
6§ |Fungsionat Sub Koordinator Disipiin dan
Pangawasan melakukan telaah dan . -
mendisposislian berkas usulan Sural Panggilan Berkas Usulan 10 menit 1-‘?I".ir.l"tl'.:ﬂ'lf em:ll:e
Untuk Pemeriksaan dan Klarifikasi; (SPT dan L ditrindak tanjuti
BAP) teraebut kepada Tim Taknis. | — I d
7 | Tim Teknis mameriksa berkas dan meneruskan
Surat Panggilan Untuk Metaksanakan
Pemeriksaan/ Klarifikasi Kepada PNS yang \ Hasil BAP, Draft
melakukan pelanggaran disiplin, serta membuat Nota Dinas dan
nota dinas dan draft SK Pslanggaran disiplin f Berkas Usulan 10 menit Surat Penganter SK|  Surat Keluar
PNS, untuk diteruskan kepada Fungsional Sub Sanlesi Hukuman
Koordi Disiplin dan Peng untuk di Disiplin PNS
peariksa dan di paral
8 |Fungsional Sub Koordinator Eisiplin dan
Pengawasan memeriksa surat nota dinas dan
Surat Pengantar SK Pelanggaran disiplin PNS Hasil BAP, Draft
dari Tim Teknis. Apabila tidak disetujui, berkas N Nota Dinat dan
dikembalikan kepada Tim Teknis untuk Barkas Usulan 15 menit Sural Pengantar SK
diperbaiki dan jika disafujui, Fungsional Sub Sanksi Hukuman
Koordinator Kepangkatan membubuhkan pataf Disiplin PNS
untuk kemudian diteruskan kepada Kepala
Bidana,




MUTU BAKU

PELAKSANA
NO KEGIATAN KEPALA FUN:::: KEPALA BIDANG
FRONT OFFIcE| SUBBAGIAN | PELANGGAR | i revuis | OORDINATOR | pENDAYAGUNAAN | SEXRETARIS | \(epy s pip | PERSYARATAN WAKTU ouTPUT KETERANGAN
KEFEGAWAIAN DISIPLIN BKD KELENGKAPAN
DAN UMUM DISIPLIN DAN DAN PEMBINAAN
PENGAWASAN
1 2 3 4 L] ] 7 8 ] 10 1 12 13 14
9 [Kepala Bidang memeriksa sural nota diras dan
Surat Pengantar SK Pelanggaran disiplin PNS .
jika disetujui, maka diparaf untuk kemudian Hasil BAP, Drafl
diteruskan kepada Kepala BKD. Apabita tidak * Nola Dines dan
lieruskan kepaca Repa & -Ap ] Berkas Usulan 1% menit Sural Pengantar 5K
t jui, maka dikembalikan kepada Fungsional .
. Sanksi Hukurnan
Sub Koordinator Kepangkatan untuk Disinlin PNS
dikoreksi/diperbaiki. P
10 |Kepala Bidang meneruskan nota dinas dan Sural }
Pengartar SK Petanggaran disiplin PNS kepada N Hasil BAP, Draft
Sekretaris BKD untuk mendapat paraf / Nota Oinas dan
persetujuan Berkas Usulan 15 menit Surat Pengantar SK
Sanksi Hukuman
Disiplin PNS
11 [Berkas diteruskan kepada Kepala BKD untuk Hasil BAP, Nola
mendapatkan membubuhkan tanda tangan pada / Dinas dan Sural
nota dinas dan paraf pada Surat Pengantar \ Barkas Usulan 1 hari Pengantar SK
Pelanggaran disiplin PNS Sanksi Hukuman
Disiplin PNS
12 |Surat Pengantar Pelanggaran disiplin PNS yang Hasil BAP, Nota
telah diparaf oleh Kepala BKD dileruskan Dinas dan Surat
Q Berkas Usulan 60 menit Pengantar SK

kepada Gubernur melalui Sekrelans Daerah
umuk proses landa tangan.

Sanksi Hukuman
Disiplin PNS




STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAILAN DAERAH
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STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL

HNo.

KOMPONEN

Dasar Hukum

URALAN

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1558 tentang Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor
18 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-dasrah Swatarira Tingkat ¢ Sumatera Barat,
Jarnbi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nemor 75) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1958 Noemer 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 1648),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Reputdik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomoy 5567 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomar
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Reputhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik indoresia Nomar 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Momor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomaor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomer 11 Tahun 2017
tentang Manajernen Pegawat Negen Sipil (Lembaran Negara Republik indenesia Tahyun 2020
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar B477);

Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Cisipin Pegawai Negen Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemaor 74, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135];

Peraturan Menten Dalam Negefi Nomer 80 Tahun 2015 tentang Pembentuian Produk Hukum
Daerah (Berita Negars Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentan Dalam Negen Momor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Bera Negara Republik Indonesia Tahur 2018 Nomer 1577,

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemenntan Nemor 53 Tahun 2010 Tentang Disipiin Pegawa negeri
Sipil,

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomer 3 Tatwun 2020 Temtang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawa Negen Sipil,

Persyaratan

WO kW N

Surat Penghantar dari OPD terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

Fotc Copy SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhit Ybs

Surat Panggitan Kapala OPD kepada PNS Ybs

Bertta Acara Pemenisaan (BAP)PNS yang melakukan Pelanggaran Drsiphn dan OPD
Benta Acara Permneriksaan (BAP)PNS yang melakukan Pelanggaran Crsipin

Surat Penahanan jika kategon Pidana Umum/Biasal Tipikor (Pemberhentian Sementara

Surat Putusan Inkrah dan Putusan Pengadiian jika tergolong dalam kategori Pidana
Umum/Biasa/Tipikor

Switemn, Mekanisme dan
Prosedur

ETpge

@ o, o;

10,

1

12

OPD Mengajukan Surat Pengantar untuk chiperiksa lebih lanjut;

Menerima Surat Pengantar Dan OPD Terkait

Kepala Badan Menugaskan Kabid Untuk Memproses lebih lanjut,

Memernintahkan Fungsional Sub Koordinator Untuk Memproses, Menelt Berias,
{Disposisi’/Arahan Kabid)

Menyerahkan Kepada Stal Untuk diproses febsh {amjut (Disposisi/ Arahan Kasubbid)
Menensskan Surat Panggilan Untuk Pemeriksaan dan Kianfikasi, (SPT dan BAP}
Melaksanakan Pemeriksaan/ Klarfikas: Kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
BKD mereruskan proses pemeriksaan ke inspektorat Daerah Provinsi Riau tedart kasus
pelanggaran disiplin

Tim permenksaan inspektorat daerah melakukan pemeviksaan terhadap pns yang melakukan
pelanggaran cisiptin

Laporan Hasil Pemeriksaan {LHP) Inspextorat Daerah ditensskan ke Gubemur Riau untuk &
tindaklanjuti

Memerksa drat Keputusan Kepala Badan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS
vana melakukan pelanaaaran disiohkn

Membuat Surat Keputusan diparat oleh Kepala Badan sebeiumn o harmonisas: ke Biro Hukum
sebagai lindaklanjut LHP inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap pelanggaran Disiplin

Mereruskan Surat Keputusan yang sudah diharmorisasi kepada Asisten Umum Bidang
Pemenntahan untuk diparat

Meneruskan Surat Keputusan kepada Sekretans Daerah Provinsi Riay untuk diparaf
Meneruskan Surat Keputusan kepada Wakil Guber untuk dipara¥
Meneruskan Surat Keputisan kepada Gubemur Untuk Ditanda tangani

Menenma Surat Keputusan yang sudah ditandatangan Gubernur/Pejabat yang berwenang
untuk diserankan kepada Pelanggar Drisiplio dan Instansi teriait

Waktu Penyelesaian

Tidak capat ditentulan sesuai dengan kelengkapanh data yang diperoleh dan OPD terkart

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Layanan

Sarana dan Prasarana

Pemberian Sangsi Hukuman Disiphin terhadap Pegawai Negen Sipil yang melakukan
Pelanggaran Disipin
Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi, Akses intemet

Kompetensi Pelaksana

o oA W N

Penddikan SLTADIS-1/5-2

Memahami Peraturan terkail Disipiin Pegawal Negen Sipil
Memahami Tata Naskah Dinas dan Pemerintahan Provins: Riau
Mameu Bekomunikas: dengan baik

Capat mengoperasikan komputer dengan baik

Pengawas Internal

Kepala Bidang dan Fungsional Sub Koordinator

Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penagaduan, saran dan dimasukan pada kota saran dan disampaikan secara fertulls metaf
surat yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien No.
01 Pelanbary, Rigu

11

Jumlah Pelaksana

5 {ima) orang Petugas

12

Jaminan Pelayvanan

Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetens: dalam menjalankan tupoks: dan bekefja sesuai
dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan

13

Jaminan Keselamatan dan
Keamanan Petayanan

Tersechanya komputef, pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan dan faktor penunjang
lanmya
Tersedianya tabung pemadan kebaxaran

Evaluasi Kinena Pelaiksana

Dilaktikan monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam setahun




